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Abstrak
Keberadaan gerai toko swalayan telah berkembang di Kota Pekanbaru khususnya

Kecamatan Tenayan Raya. Banyaknya gerai toko swalayan ini belum sejalan
dengan sikap para pelaku usaha toko swalayan dalam menjalankan kewajibannya
untuk melaporkan jumlah gerai toko swalayan yang dimiliki. Hal ini
membuktikan bahwa Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan belum
terlaksana dengan baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris
dengan melihat hukum yang ada di dalam masyarakat. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta kajian kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaku
usaha toko swalayan tidak melaporkan jumlah gerai yang dimiliki disebabkan
kurangnya informasi dan ketidaktahuan akan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor
09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko
Swalayan. Dalam menghadapi hambatan ini diperlukan adanya upaya oleh Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi
kepada para pelaku usaha, menerapkan sanksi, dan berkoordinasi dengan instansi

terkait lainnya.

Kata Kunci : Pelaporan, Toko Swalayan, Pelaku Usaha
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Abstract

The existence of supermarket outlets has grown in Pekanbaru City, especially
Tenayan Raya District. The number of supermarkets is not in line with the attitude
of self-service shop entrepreneurs in carrying out their obligations to report the
number of self-service outlets owned. This proves that the Pekanbaru Regional
Regulation Number 09 of 2014 concerning the Management of People’s Markets,
Shopping Centres, and Supermarkets has not been carried out properly. This
research uses a type of empirical research by looking at the laws that exist in
society. Data collection is carried out by observation, interview, and literature
study. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that
supermarket entrepreneurs do not report the number of outlets owned due to lack
of information and ignorance of Pekanbaru Regional Regulation Number 09 of
2014 concerning the Management of People’s Markets, Shopping Centres, and
Supermarkets. In facing this obstacle, efforts are needed by the Pekanbaru City
Trade and Industry Office to socialise to business actors, implement sanctions,
and coordinate with other related agencies.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini industri yang dinilai strategis dan berkontribusi besar pada
perekonomian Indonesia ialah industri toko modern.* Pertambahan penduduk,
perkembangan ekonomi, dan peningkatan masyarakat kelas menengah
menjadikan gaya hidup masyarakat dalam hal berbelanja.? Implikasinya dari
tahun ke tahun menunjukkan pedagang eceran dan distribusi produk
mengalami peningkatan yang cukup besar. Perusahaan harus bisa bersaing
untuk menunjukkan keunggulan dari produk atau jasa yang diberikan
dibandingkan dari kompetitornya.®

Banyaknya tersebar toko swalayan di berbagai daerah di Indonesia
menjadi kekuatan tersendiri dan memberikan berbagai keunggulan yang
menjadi daya tarik bagi masyarakat. Pelaku usaha semakin menunjukkan
inovasinya untuk menempatkan toko swalayannya lebih diminati para
konsumen dalam melakukan kegiatan berbelanja. Pelaku usaha menyediakan

tempat perbelanjaan yang menyerupai toko menjual segala jenis kebutuhan

! Jun Ramadhani, "Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart Dan
Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko
Modern", Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 2, No. 1 (2015), him. 3.

2 Mia Ayu Sukmawati, "Pengawasan lzin Usaha Toko Modern (IUTM) Oleh Dinas
Perdagangan Dan Perindustrian

Kota Pekanbaru (Studi Kasus Ritel Alfamart Dan Indomaret)”, Jurnal JOM FISIP, Vol. 5,
No. 2 (2018), him. 2

® Melfa Yola and Duwi Budianto, "Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas
Pelayanan Dan Harga Produk Pada Supermarket Dengan Menggunakan Metode Importance
Performance Analysis (IPA)", Jurnal Optimasi Sistem Industri, Vol. 12, No. 1 (2016), him.
301.



alat rumah tangga, minuman, dan makanan yang dibutuhkan masyarakat
secara lengkap merupakan bentuk dari swalayan.*

Mart (Pasar Modern) merupakan pasar yang didirikan oleh swasta,
pemerintah, atau koperasi dalam bentuk shopping center, department store,
supermarket, dan mall. Pelaksanaan pasar modern dilaksanakan secara
modern, dengan modal yang relatif besar, dan dikelola oleh pengusaha besar.
Faktor yang menjadi perhatian bagi pasar modern adalah kenyamana
berbelanja bagi para konsumen. Di pasar modern dalam berbelanja tidak
terjadi proses tawar menawar seperti di pasar tradisional disebabkan karena
setiap barang yang dijual sudah diberi dengan label harga.”

Pasar modern bisa dicontohkan dengan toko serba ada,
minimarket, supermarket, hipermarket, dan pasar swalayan. Perusahaan ritel
dengan bentuk pasar modern tidak hanya terbatas dengan membuka satu
jenis atau satu bentuk swalayan saja. Beberapa perusahaan ritel di Indonesia
yang beroperasi dalam bentuk swalayan dengan memiliki beberapa bentuk,
diantaranya : Minimarket dengan merek Macan Mart dan supermarket Macan
Yaohan-Hero terdapat di Medan, di Jakarta berdiri dengan bentuk
Supermarket Hero. ® Sekarang ini berkembang Minimarket Alfamart dan

Indomaret.

* Dicky Taufik Riyadi, "Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap
Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Di Kota Pekanbaru®, Jurnal JOM FISIP, Vol. 4, No. 9
(2017), him. 2.

> Muhammad Yasin dan Sri lestari, Ekonomi (Jakarta : Ganeca Exact, 2007), him 26.

® Trivita Octaviana; M. Mahdil Mawahib; Abdullah Taufik, Analisis Strategi
Penjualan Barang Komoditas Di Swalayan Surya Gondang Perspektif Hukum Ekonomi
Syari’ah”, Jurnal Qawanin, Vol. 3, No. 2 (2019), him. 166.



Pasar modern dengan jenis toko swalayan beroperasi dengan
menggunakan sistem pelayanan mandiri dimana konsumen berbelanja tanpa
pelayanan atau bantuan dari pegawai toko swalayan.” Dalam
perkembangannya, semakin banyak tersebar toko swalayan dan perlu
ditingkatkan pelayanannya. Perusahaan harus memberikan pelayanan yang
baik kepada konsumen agar tumbuh kepercayaan konsumen. Semakin
banyaknya persaingan disebabkan cepatnya peningkatan teknologi, maka
setiap perusahaan memerlukan karyawan yang memiliki kompetensi untuk
dapat menampilkan pelayanan yang baik dan bernilai tinggi.?

Berkenaan toko swalayan ini, Pekanbaru merupakan kota yang
sangat pesat pertumbuhan toko swalayannya. Setiap sudut Kota Pekanbaru
akan sangat mudah untuk mendapatkan toko swalayan dengan brand
Indomaret dan Alfamart. Ironinya, Pemerintah Kota Pekanbaru memandang
negatif pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, namun memberikan
perlakuan yang istimewa terhadap permohonan izin pembukaan toko modern
seperti Indomaret dan Alfamart.’ Peningkatan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru menjadi alasan Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan izin
pembukaan toko modern. Sepanjang tahun 2018 terdapat 339 gerai Indomaret
dan Alfamart yang telah beroperasi di Kota Pekanbaru. Pengelolaan Indomaret

dan Alfamart merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang berhasil

" Lina Wana Mahyuni, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Pengawasan
Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Tidak Berizin) Kelurahan Simpang Baru Kota
Pekanbaru.”, (UIN Suska, 2018). him.3.

® Hamdiyah; Andi Triharyono; Azis Fathoni, "Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui
Kompetensi Lingkungan Kerja Dan Gaya Kepemimpinan di Ada Swalayan Banyumanik
Semarang", Jurnal Of Management, Vol. 02.No. 02 (2016), him. 2.

% Jun Ramadhani, Kebijakan Pemberian .....Op. Cit., him. 3



dan bisa menguasai pasar serta berkompetisi di tengah-tengah ramainya
bermunculan pasar modern di Indonesia, terutama di Kota Pekanbaru.'

Pelayanan sebagai faktor yang utama dan wajib diperhatikan bagi
perusahaan - perusahaan yang bergerak di bidang jasa termasuk jasa
penjualan barang dagangan. Perlu strategi untuk menghadapi pelanggan yang
tidak merasa puas dengan jasa atau barang yang telah digunakannya karena
bila pelanggan tidak puas maka pelanggan akan mencari penyedia jasa atau
barang dari perusahaan lain yang dianggap mampu untuk memenuhi
kebutuhannya. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan
adalah pegawai yang dalam melaksanakan pekerjannya memiliki kinerja yang
baik dalam kualitas dan kuantitas.™

Tidak mudah bagi pelaku usaha untuk menjalankan usaha toko
swalayan di Kota Pekanbaru. Ada beberapa aturan yang harus dipenuhi
pelaku usaha toko swalayan. Pertama, aturan yang berlaku umum, yaitu
pelaku usaha toko swalayan harus mendapatkan izin pembukaan usaha. Setiap
pelaku usaha harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tidak terkecuali
terhadap pemilik ritel dan swalayan yang ada di Kota Pekanbaru. Kedua,
aturan yang berlaku khusus, yaitu pelaku usaha toko swalayan harus tunduk
pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

10 Khaidir Saib, "Strategi Kesuksesan Pertumbuhan Pasar Swalayan Studi
Kasus: Toko Mini Market Di Kota Pekanbaru’, Jurnal Equibrium, Vol. 7, No.2 (2019),
him. 72

' )keu Kania dan Windy Widiawati, ‘Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Kinerja
Pegawai Di UPTD Pasar Cisurupan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kecamatan
Cisurupan Kabupaten Garut’, Pembangaunan Dan Kebijakan Publik, Vol. 10, No.2 (2019), him.
24,



Dalam peraturan daerah tersebut dinyatakan bahwa pelaku usaha memiliki
kewajiban untuk melaporkan jumlah gerai yang dimiliki, omset penjualan
seluruh gerai, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang
bermitra dan pola kemitraannya, dan kewajiban pelaku usaha toko swalayan
melaporkan jumlah tenaga kerja yang telah diserap dalam perusahaannya.
Kewajiban yang harus dilakukan ini merupakan amanah dari Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, bahwa ada kewajiban
pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) butir a menyatakan setiap
pelaku usaha wajib menyampaikan laporan berupa jumlah gerai yang dimiliki.

Pada prinsipnya, pelaku usaha berkewajiban melakukan pelaporan
jumlah gerai secara rutin agar pemerintah dapat mengetahui seberapa besar
kesempatan perluasan kerja yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah dan
bagaimana keadaan pekerja yang ada di setiap perusahaan. Pemerintah
membutuhkan informasi tempat usaha dari setiap perusahaan, sementara
pelaku usaha berkewajiban melaporkan data jumlah gerai yang dimilikinya
kepada pemerintah secara rutin, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat
(2) yaitu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap
semester kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian ayat
(3) mengatur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama

dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.



Pelaporan jumlah gerai yang dimiliki oleh pelaku usaha toko
swalayan juga dibutuhkan oleh pemerintah dalam hal mencegah perkembangan
toko swalayan yang tidak terkontrol. Dalam Pasal 21 Peraturan Daerah
Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Swalayan menjelaskan bahwa pendirian toko swalayan
wajib memperhatikan jarak antara toko swalayan dengan pasar rakyat dengan
minimal radius 350 meter. Apabila perkembangan toko swalayan mulai tidak
terkontrol maka dikhawatirkan hal ini akan berdampak pada keberadaan pasar
rakyat yang semakin terdesak dan dapat memicu kurangnya pendapatan yang
mengakibatkan kebankrutan bagi pasar rakyat.

Beberapa pelaku usaha toko swalayan yang memiliki gerai di
Kecamatan Tenayan Raya belum melaporkan jumlah gerai yang dimilikinya,
di antaranya yaitu Swalayan 999 Kiosk di Kelurahan Rejosari dan New
Planet Swalayan di Kelurahan Tangkerang Timur. Fakta ini menunjukkan
bahwa pelaku usaha toko swalayan di Kota Pekanbaru belum menjalankan
kewajibannya sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko
Swalayan khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Tenayan Raya.
Berdasarkan fakta — fakta ini menjadi penting untuk diteliti dan ditelaah lebih
lanjut mengenai permasalahan — permasalahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka Penulis tertarik
untuk mengadakan penelitian dengan judul Implementasi Kewajiban Pelaku

Usaha Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Gerai di Kecamatan Tenayan



Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko
Swalayan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kewajiban pelaku usaha toko swalayan dalam
melaporkan jumlah gerai berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,
Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kecamatan Tenayan Raya
Kota Pekanbaru?

2. Apa hambatan dalam implementasi kewajiban pelaku usaha toko
swalayan melaporkan jumlah gerai di Kecamatan Tenayan Raya
berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko
Swalayan?

3. Bagaimana upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Pekanbaru dalam mengimplementasikan kewajiban pelaku usaha toko
swalayan dalam melaporkan jumlah gerai di Kecamatan Tenayan Raya
Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kewajiban pelaku
usaha toko swalayan dalam melaporkan jumlah gerai berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang



Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko

Swalayan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui apa hambatan dalam implementasi kewajiban
pelaku usaha toko swalayan melaporkan jumlah gerai di
Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah
Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar

Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

c. Untuk mengetahui apa upaya Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan
kewajiban pelaku usaha toko swalayan dalam melaporkan jumlah

gerai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah khasanah pengetahuan bagi Penulis,
terkait implementasi kewajiban pelaku usaha toko swalayan
melaporkan jumlah gerai di Kecamatan Tenayan Raya
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Swalayan. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan
pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang
Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

b. Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari

Penulis dalam bentuk penulisan  skripsi, sehingga dapat



dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan
perguruan tinggi, terkait implementasi kewajiban pelaku usaha
toko swalayan melaporkan jumlah gerai di Kecamatan Tenayan
Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
c. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait khususnya
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, terkait
dengan implementasi kewajiban pelaku usaha toko swalayan
melaporkan jumlah gerai di Kecamatan Tenayan Raya
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Swalayan.
D. Kerangka Teori
Kerangka teori memuat pemikiran-pemikiran yang bersifat teoritis
yang menjadi landasan pemikiran peneliti. Teori merupakan suatu cara untuk

mengklasifikasi fakta sehingga semua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus.

1. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut pendapat Gaffar, implementasi merupakan salah satu
tahap dalam proses kebijakan publik, biasanya implementasi dilaksanakan
setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi
adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan

kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil



sebagaimana yang diharapkan.'® Van Meter dan Van Horn mendefinisikan
implementasi kebijakan publik sebagai tindakan — tindakan dalam keputusan —
keputusan sebelumnya.™®

Tindakan — tindakan ini mencakup usaha — usaha untuk mengubah
keputusan — keputusan menjadi tindakan — tindakan operasional dalam kurun
waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha — usaha untuk
mencapai  perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan —
keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan
untuk mencapai tujuan — tujuan yang telah ditetapkan.**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan — tujuan dan sasaran — sasaran
ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan — keputusan kebijakan. Jadi
implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai
aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai
dengan tujuan — tujuan atau sasaran — sasaran kebijakan itu sendiri.

Teori dari ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu Teori
George C Edward. Edward Ill berpandangan bahwa implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan

agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang

12 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012),
him,125

3 Afan Gaffar, Politik Indonesia:Transisi Menuju Demokrasi. Edisi Revisi
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015), him, 295.

4 Budi Winarno,Kebijakan Publik : Teori dan Proses.Edisi Revisi,(Yogyakarta:Media
Presindo,2013),him,146-147.
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menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada
kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi
implementasi.

. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas
dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk
melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber
daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi
implementor dan sumber daya finansial.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,
seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor
memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif
yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi
kebijakan juga menjadi tidak efektif.

. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah
Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi

yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan
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menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan
kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. *°
2. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka
usaha pelaksanaan ketentuan — ketentuan hukum baik yang Dbersifat
penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis
maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga
dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan
kepastian hukum dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi agar
pembangunan di segala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.*®
Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :
“penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai — nilai yang
terjabarkan dalam kaidah — kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.'’
Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan upaya
menyelaraskan nilai — nilai hukum dengan merefleksikan dalam bersikap dan
bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum,

dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi — sanksi. Penegakan

5 AG.Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Konsep.Teori dan Aplikasi).(Yogyakarta:
Pustaka Pelajar,2016), him, 90-92.

1 Muladi&Bardan Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni,
2012), him, 19.

7 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Rajawali Press, 2012), him, 3.
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hukum bukanlah semata — mata berarti pelaksanaan perundang — undangan,
walaupun kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian,
sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada
kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai
pelaksana keputusan — keputusan hakim. Pendapat yang sempit tersebut
mempunyai kelemahan - kelemahan, sebab pelaksanaan perundang -
undangan atau keputusan — keputusan hakim tersebut malah mengganggu

kedamaian di dalam pergaulan hidup.

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris
yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum
dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana
bekerjanya hukum di masyarakat atau biasa disebut dengan penelitian
lapangan.’® Dimana penelitian ini lebih diarahkan pada suatu penelitian
yang membahas tentang bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat,
sehingga dapat menunjukkan hubungan antara hukum dengan
masyarakat, dengan harapan mampu mengungkapkan efektifitas
berlakunya hukum dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu,
sebagai syaratnya Penulis harus mengetahui ilmu hukum dan ilmu

sosial serta memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (social

18 Joenadi Effendi dan Jeonny lbrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,
(Depok: Pranadamedia Group, 2016), him.150

13



science research) untuk mengetahui sejauh mana efektifitas hukum
dalam masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
dan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal ini
disebabkan karena Penulis melihat belum terlaksananya Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan,
terkait adanya fakta pelaku usaha toko swalayan tidak melaporkan
melaporkan jumlah gerai yang dimilikinya.
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi merupakan objek maupun subjek dengan karakteristik
tertentu yang dipelajari, diteliti, dan ditarik kesimpulannya oleh
Penulis. Populasi yang relevan untuk dibahas dalam penelitian ini
terdiri dari Kepala Bidang Tertib dan Pengawasan Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Staf Pengawasan
pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dan

pelaku usaha toko swalayan di Kecamatan Tenayan Raya.

b. Sampel
Berdasarkan populasi di atas, penarikan sampel terhadap Kepala
Bidang Tertib dan Pengawasan Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Pekanbaru dan Staf Pengawasan pada Dinas
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Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang masing-
masing berjumlah 1 (satu) orang makan sensus langsung ditetapkan
sebagai sampel.

Adapun terhadap populasi pelaku usaha toko swalayan yang
jumlahnya lebih dari satu maka pengambilan sampel dilakukan
secara acak (random sampling).

Mengenai deskripsi populasi dan sampel di atas, maka populasi dan
sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No

Jumlah Persen

Populasi Populasi

Kepala Bidang Tertib dan
Pengawasan Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Pekanbaru dan
Staf Pengawasan pada Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota
Pekanbaru
Ketua Komisi Il DPRD Kota
Pekanbaru

2 2 100%

1 1 100%

Dinas Penanaman Modan dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1 100%
(DPMPTSP) Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

0,
PP) Kota Pekanbaru 1 1 100%
Pelaku usaha toko swalayan 5 3 60%
Gerai yang tidak terdaftar 25 7 28%

Sumber data : data olahan
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4. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke
lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui
observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.*®
Data yang dikumpulkan merupakan hal-hal yang berhubungan
dengan implementasi kewajiban pelaku usaha toko swalayan
melaporkan jumlah gerai di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan
Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber
individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam
permasalahan yang akan diteliti, seperti Kepala Bidang Tertib dan
Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
dan Staf Pengawasan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data
primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang
berasal dari buku-buku literatur, pendapat para ahli, jurnal,
dokumentasi yang berupa berkas yang ada kaitannya dengan

masalah dalam penelitian ini yang di peroleh dari kantor Dinas

19 Alli Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta. PT. Sinar Grafindo, 2014) him.112.
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Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti yang bersumber dari kepustakaan atau bahan hukum baik
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier.
c. Data Tersier

Adalah data yang diperoleh dari kamus hukum, kamus besar Bahasa
Indonesia, ensiklopedia, dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung

data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data
Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi,
wawancara terstruktur, serta kajian kepustakaan. Metode ini digunakan
untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.
a. Observasi
Adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung

terhadap objek penelitian.
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b. Wawancara terstruktur
Adalah metode wawancara dimana Penulis telah menetapkan
terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada
responden (sampel). Hal ini artinya Penulis terikat dengan daftar
pertanyaan yang telah disiapkan.

c. Kajian kepustakaan
Adalah metode pengumpulan data dimana metode ini dibutuhkan
peran aktif Penulis untuk membaca literatur — literatur kepustakaan

yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data
Dalam data penelitian hukum sosiologis, Penulis menggunakan analisis
kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang
diperoleh. Dan dalam menarik kesimpulan Penulis menggunakan
metode secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu

kesimpulan dari yang sifatnya khusus ke yang sifatnya umum.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan wawancara
maupun observasi dan data pendukung dari Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Pekanbaru yang dijelaskan pada Bab Pembahasan, dapat
disimpulkan bahwa implementasi kewajiban pelaku usaha toko swalayan
melaporkan jumlah gerai yang dimiliki di Kecamatan Tenayan Raya
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan belum dilaksanakan
dengan baik oleh pelaku usaha di Kecamaatan Tenayan Raya.

Kendala yang ditemukan oleh peneliti di lapangan mengenai
kewajiban pelaku usaha toko swalayan melaporkan jumlah gerai yang dimiliki
yaitu faktor komunikasi. Kurangnya sosialisasi dan informasi dari Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menjadikan pelaku usaha
tidak mengetahui secara pasti mengenai kewajiban tersebut. Dengan tidak
adanya sanksi tindak lanjut yang tegas, para pelaku usaha tidak merasakan
adanya urgensi untuk menyampaikan laporan sesuai dengan Peraturan Daerah
yang berlaku.

Kendala dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
dalam implementasi kewajiban pelaku usaha toko swalayan melaporkan
jumlah gerai yang dimiliki di Kecamatan Tenayan Raya yaitu kurangnya

Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan kompeten dalam menerapkan
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kewajiban pelaku usaha toko swalayan melaporkan jumlah gerai yang dimiliki

di Kecamatan Tenayan Raya.

Kendala lainnya yaitu pada teknis pelaksanaan Peraturan Daerah,
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru membutuhkan
kerjasama yang konsisten dengan dinas lain terkait Peraturan Daerah tersebut
khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Pekanbaru dalam menindaklanjuti pelaku usaha toko swalayan yang tidak
melaksanakan kewajiban melaporkan jumlah gerai yang dimiliki hanya
sebatas pemberian peringatan dan pembinaan kepada pelaku usaha, yang mana
hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha toko swalayan yang

tidak menjalankan kewajibannya.

. SARAN

Beberapa saran dari peneliti kepada pihak terkait mengenai
implementasi kewajiban pelaku usaha melaporkan jumlah gerai yang dimiliki
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan
yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru dapat memberikan kewenangan lebih bagi
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam memberikan
sanksi kepada pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai

dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
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Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melalui Pemerintah Kota
Pekanbaru sebaiknya dibantu oleh Instansi Penegak Perda yaitu Satpol PP dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar pelaksanaan Peraturan Daerah
lebih optimal. Bantuan berupa penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang kompeten dan konsisten sangat dibutuhkan oleh Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Pekanbaru dalam menerapkan aturan dalam Peraturan
Daerah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebaiknya
berkoordinasi secara aktif bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru mengenai sistem verifikasi
izin usaha gerai toko swalayan agar tidak terjadinya ketidaksesuaian data
antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan bersama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Pekanbaru.

Bagi pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar lebih
konsisten dalam memberikan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai
pelaksanaan kewajiban pelaku usaha melaporjan jumlah gerai yang dimiliki
sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, kegiatan monitoring secara
berkala juga harus dilaksanakan agar tidak terjadi kelalaian dalam pelaksanaan
Peraturan Daerah dan tetap menjaga komunikasi dengan pelaku usaha agar

pelaksanaan Peraturan Daerah di lapangan tetap terkontrol secara rutin.
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